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BUPATI KETAPANG

PERATURAN BUPATI KETAPANG

. NOMOR 43 TAHUN 2012
TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN SURPLUS ANGGARAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DOKTER AGOESDJANM KABUPATEN KETAPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG

bahwa dalam rangka pengelolaan kas, surplus anggaran
BLU RSUD Dokter Agoesdjam Kabupaten Ketapang, dapat
digunakan dalam tahun anggaran berikutnya,;

bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan kas
pada BLU RSUD Dokter Agoesdjam Kabupaten Ketapang,
dipandang perlu mengatur ketentuan mengenai
penggunaan surpius anggaran pada BLU RSUD] Dokter
Agoesdjam Kabupaten Ketapang; :

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Penggunaan Surplus Anggaran
pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum. Daerah
Dokter Agoesdjam Kabupaten Ketapang. :

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat |l di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesua Nomor
352) sebagai Undang-Undang (l.embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republtk Indonesia
Nomor 4286), :
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang-

Perbendaharaan Negara (Lembaran .Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

. Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 . tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia

Nomor 4400);

.....
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); | -

Undang-Uridang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia .
Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ' 4503)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); .

i
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2006
tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan
Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta
Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahuﬁ 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan: Badan
Layanan Umum Daerah; '

i
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011
tentang Rencana Bisnis dan Anggaran; |

|
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Menetapkan

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1.
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Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-
50/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Satuan Kerja
Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-
30/PB/2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapata
dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum; :

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-
55/PB/2011 tentang Tata Cara Revisi Rencana Bisnis dan
Anggaran Definitif dan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran Badan Layanan Umum,

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah
Dokter Agoesdjam Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah
Kabupaten Ketapang Tahun 2006 Nomor 7);

Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tugas Pokok
dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam
Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang
Tahun 2007 Nomor 4);

Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2007 tentang Uraian
Tugas Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam
Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang
Tahun 2007 Nomor 27);

Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit
Umum Daerah Dokter Agoesdjam Kabupaten Ketapang
(Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2007 Nomor
36);

MEMUTUSKAN

: PERATURAN BUPATI KETAPANG TENTANG PEDOMAN

PENGGUNAAN SURPLUS ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN
UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER AGOESDJAM
KABUPATEN KETAPANG.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

5

Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Kabupaten
Ketapang, yang selanjutnya disebut BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang yang dibentuk untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang danfatau jasa yang dijual
tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan
pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
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Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola
pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan . untuk
menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah

pada umumnya;

Fleksibilitas adalah keteluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada bataé-batas
tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang beriaku umum;

Praktik bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-
kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan
berkesinambungan;

Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap
kinerja operasional BLUD, yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat
teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenkiatur yang berlaku pada BLUD;

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala
satuan kerja pengelola keuangan daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD yang
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak
dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

Kuasa Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat
yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang
dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang
mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam
rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah,
PPKD, dan pejabat lainnya sesual dengan kebutuhan.

. Dewan Pengawas BLUD, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang

bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLU RSUD Dokter Agoesdjam
Kabupaten Ketapang;

. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang berwenang dan

bertanggungjawab atas penggunaan anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah;

. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut Kuasa PA adalah pejabat yang

memperoleh kewenangan dan tanggungjawab dari PA untuk menggunakan anggaran
pada Badan Layanan Umum Daerah;

. Sasaran Kinerja BLUD adalah keluaran dan/atau hasil yang ditetapkan untuk dicapai

dengan tingkat kepastian yang tinggi, dari sisi efisiensi, efektivitas, dan kualitas melalui
pelaksanaan kegiatan dan/atau program pada BLUD; :

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat KPJM adalah
pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan
terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran,
dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada
tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju;

Prakiraan Maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun
anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan
program dan kegaitan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran
tahun berikutnya; !

Kinerja adalah keluaran/hasil. dari kegiatan/program yang akan atau tela'lh dicapai
sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
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Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana keuangan
tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna
melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi
alokasi dana;

Program adalah penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi BLUD yang
rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi BLUD yang berisi satu kegiatan atau lebih
dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil dengan
indikator kinerja yang terukur,

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja
pada BLUD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan
terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil
(sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan
(inpuf) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa;

Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang
diharapkan dari suatu kegiatan;

Keluaran (outpufy adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan;

Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari
kegiatan-kegiatan dalam satu program;

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa
lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau
setara kas diterima atau dibayar;

Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh
pemimpin BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan
dan pembayaran pengeluaran BLUD.

Penerimaan BLUD adalah uang yang masuk ke kas BLUD.
Pengeluaran BLUD adalah uang yang ke luar dari kas BLUD.

Pendapatan BLUD adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang
menambah ekuitas dana lancar dalam perlode anggaran bersangkutan yang tidak periu
dibayar kembali;

Belanja BLUD adalah semua pengeluaran dari rekening kas BLUD yang mengurangi
ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan
diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD;

Biaya BLUD adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk
memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD;

Surplus Anggaran BLUD adalah selisin lebih antara pendapatan BLUD dan belanja
BLUD.

Defisit Anggaran BLUD adalah seiisih kurang antara pendapatan BLUD dan belanja
BLUD.

Pembiayaan BLUD adalah semua penerimaan yang periu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih
realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
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Pinjaman BLUD adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD menerima sejumlah
uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD dibebani
kewajiban untuk membayar kembali. -

Piutang BLUD adalah jumlah uang yang dibayar kepada BLUD dan/atau hak BLUD yang
dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan
peraturan perundang undangan atau akibat lainnya yang sah.

Utang BLUD adalah jumiah uang yang wajib dibayar dan/atau kewajiban BLUD yang
dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau
berdasarkan sebab lainnya yang sah.

Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat
meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat,

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2

BLUD beroperasi sebagai perangkat kerja pemerintah daerah untuk tujuan pemberian
layanan umum secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktik bisnis yang sehat,
yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang dldelegaSIkan oleh

kepala daerah.
BLUD merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah yang dibentuk- untuk
membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah, dengan status hukum tidak terpisah

dari pemerintah daerah.
Kepala daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan
pelayanan umum yang didelegasikan kepada BLUD terutama pada aspek manfaat yang

dihasilkan.
Pejabat pengelola BLUD bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pembenan

layanan umum yang didelegasikan oleh kepala daerah.
Dalam pelaksanaan kegiatan, BLUD harus mengutamakan efektivitas dan efi s:en5| serta

kualitas pelayanan umum kepada masyarakat tanpa mengutamakan pencanan

keuntungan.
Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLUD disusun dan

disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta

laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah.
Dalam penyelenggaraan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat, BLUD diberikan

fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

BLUD bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan
penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdasarkan kehidupan bangsa.



BAB Il
PENGELOLAAN KAS BLUD

Pasal 4

Dalam pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan:

perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;

pemungutan pendapatan atau tagihan;

penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;

pembayaran;

perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan

pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.

~0op D

Pasal 5

(1) Pengelolaan kas BLUD dilaksanakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat.

(2) Penarikan dana yang bersumber dari APBN/APBD dilakukan dengan menerbitkan Surat
Perintah Membayar (SPM) sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Rekening bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf ¢, dibuka oleh pemimpin

BLUD pada bank umum.

BABV
SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN BLUD

Bagian Kesatu
SURPLUS

Pasal 6

Selisih antara pendapatan dan biaya BLUD mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit
anggaran biaya BLUD. ' '

Pasal 7

(1) Surplus BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terjadi apabila anggaran
pendapatan BLUD diperkirakan lebih besar dari anggaran biaya BLUD. ’l

(2) Surplus anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan dalam
tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan bupati, sesuai dengan
kewenangannya, disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Umum Daerah dengan
mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD.

Pasal 8

Surplus anggaran BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diutamakan untuk:

a. pembayaran pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau
perikatan pinjaman dengan pihak lain;

b. pengadaan barang danfatau jasa;

c. pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai
manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan operasional
BLUD, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan aset
tetap lainnya.

d. pemberian piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi
yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD;

e. penyertaan modal (investasi) BLUD;
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Pasal 9

Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (a), dapat berupa
pinjaman/utang jangka pendek atau pinjaman/utang jangka panjang.
Pinjaman dikelola dan diselesalkan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan
bertanggungjawab.
Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya
untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas. :
Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya
untuk pengeluaran investasi/modal.
Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu wajib
mendapat persetujuan bupati.

Pasal 10

Pembayaran kembali pinjaman/utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (a)
menjadi tanggungkjawab BLUD.

BLUD wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo.

Pemimpin BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang
tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Hak tagih pinjaman/utang BLUD menjadi kadaluarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang
tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain menurut undang-undang.

Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun
berikutnya.

Pasal 11

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (b),
diutamakan untuk:

a.

b.

(1)

(2)
(3)

(4)

(N
(2)

pengadaan bahan makanan dan minuman harian serta alat gizi pasien dan pegawai pakai
habis; dan
pengadaan bahan medis dan alat farmasi serta obat-obatan pakai habis.

Pasal 12

Pemberian piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (d), harus dikelola secara
tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab serta dapat memberikan nilai
tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat jatuh tempo.

Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BLUD
menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas piutang
BLUD.

Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang sulit ditagih dapat
dilimpahkan penagihannya kepada bupati dengan dilampiri bukti-bukti valid dan sah.

Pasal 13

Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang, yang
nilainya ditetapkan secara berjenjang.

Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan
dengan peraturan bupati, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

il
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Pasal 14

Penyertaan modal (invéstasi) BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasat 8 huruf (e),
dapat dilakukan sepanjang memberi manfaat bagl peningkatan pendapatan, dan
peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan
BLUD. ,

Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa investasi jangka pendek dan
investasi jangka panjang.

Pasal 15

Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), merupakan

investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua

belas) bulan atau kurang.

Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:

a. deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat
diperpanjang secara otomatis; ’

b. pembelian surat utang negara jangka pendek;

c. pembelian sertifikat Bank Indonesia.

Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:

a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;

b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan

c. berisiko rendah.

Pasal 16

BLUD tidak dapat meiakukan investasi jangka panjang.
Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara tain:
a. penyertaan modal;
b. pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan
c. investasi langsung seperti pendirian perusahaan.
Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), merupakan pendapatan
BLUD.
Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dipergunakan secara
langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA, '
1

Bagian Kedua
DEFISIT

Pasal 17

Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan
realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran.

Defisit anggaran BLUD dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran
berikutnya kepada PPKD.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengétahuinya, memerintankan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 29 Desember 2012

BUPAT! KETAPANG
ttd
HENRIKUS

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 29 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG ‘
| ttd
ANDI DJAMIRUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2012 NOMOR 133

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang

Drs. H. ANDI DJAMIRUDDIN, M.Si
Penibina Utama Madya
NIP. 19531020 197803 1 004



